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Abstrak 
UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha yang terbagi bedasarkan 

kriteria aset dan omset, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menegah sesuai dengan undang-undang 

nomor 20 tahun 2008 dengan memiliki tujuan tujuan sebagai penyerap tenaga kerja, sebagai upaya dalam 

mengurangi pengangguran, dan berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Permasalahan 

di dalam UMKM diantaranya adalah kebijakan pengembangan UMKM yang belum optimal, lemahnya 

jaringan usaha, belum terdapat kebutuhan IT dalam proses bisnis, kurangnya dukungan finansial, 

keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana, implikasi otonomi daerah, dan kesulitan pendanaan 

modal usaha. Dalam mendukung Kabupaten Sleman menuju Smart Regency pada tahun 2021 diusulkan 

permodelan Sistem Informasi Smart UMKM yang mendukung Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Koperasi dalam mengelola UMKM dengan didasarkan dari kebutuhan perancangan Enterprise 

Architecture (EA) menggunakan metode TOGAF Architecture Development Method (ADM) versi 9.1 

sebagai pendukung transformasi e-Govermance menuju Smart Regency Sleman pada tahun 2021. Hasil 

perancangan aplikasi Smart UMKM didapatkan 5 bentuk sistem informasi yaitu Perijinan UMKM, 

Pembinaan UMKM, Pemasaran UMKM, Aspirasi UMKM, dan Pemantauan UMKM. 

  

Kata kunci: UMKM, Smart Regency, TOGAF ADM, Sistem Informasi, Smart City. 
 

  

1. Pendahuluan 

UMKM dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak terlepas dari struktur dalam suatu kota (UU 

No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah), untuk itu diperlukannya sebuah sistem dalam mengatur 

kegiatan ekonomi dalam sebuah serikat/perkumpulan kepemimpinan yang berpartisipasi dalam 

menetapkan kebijakan dan peraturan ekonomi [1]. Sebuah konsep dalam penyajian informasi dalam 

Internet of Things (IOT), cloud computing, big data, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam 

berjalannya kehidupan suatu kota dinamakan smart city [2]. Informasi dalam smart city dapat disajikan 

secara kompetitif dan real time, sebagai upaya memprediksi dan mengembangkan pelayanan dalam 

menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu kota secara efektif dan efisien sehingga 

pelayanan pemerintahan kota dapat secara maksimal dilakukan kepada masyarakat [3]. 

Permasalahan UMKM terbagi atas faktor internal dan eksternal, baik seperti belum munculnya 

kebutuhan IT dalam mendukung proses bisnis, kurangnya dukungan finansial [4], kebijakan pengembangan 

UMKM belum optimal [5], tidak semua bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat mudah 

dijangkau oleh UMKM, dan kesulitan dana pinjaman ditambah jumlah dan kualitas petugas pendamping 

kredit/BDS/KKMB [6], keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha, 

keterbatasan sarana prasarana, implikasi otonomi daerah [7]. Permasalahan yang dihadapi UMKM 

memunculkan relasi antara peningkatan jumlah pengangguran dengan pertumbuhan tenaga kerja pada 

Industri Kecil (IK) / Industri Rumah Tangga (IRT) dengan munculnya fenomena supply-push dan supply-

pull [8].  

Visi bupati dan wakil bupati kabupaten Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.SI dan Dra. Hj. Sri 

Muslimatun, M.Kes, adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan 

ter-integrasikannya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten pintar) pada tahun 2020. 

Penerapan Smart Regency pada kabupaten sleman dengan nama smart regency, merupakan end point di 

dalam mewujudkan kabupaten Sleman menjadi kabupaten cerdas pada tahun 2020, dengan misi 

menerapkan prinsip solusi dari smart city model yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 

melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat 

(sensing), meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi 

rakyat dan penanggulangan kemiskinan (understanding), meningkatkan aplikasi dan integrasi sistem e-
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government melalui tahapan berkelanjutan (acting). Proses transformasi menuju smart regency kabupaten 

Sleman dengan mengacu pada penelitian Priano dan Guerra [9] dan Rancangan Awal Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman [10] menunjukkan bahwasanya 

pada per kuartal tahun 2016 hingga sebelum tahun 2021 adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Sleman menuju kepada tahapan fase ke-2 pada terintegrasinya e-

Govermance dan belum sepenuhnya menuju kepada fully smart regency, tahapan fase dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 
Gambar 1. Proses transformasi Smart City [9] 

 

Dilihat dari kesiapan SDM pada data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa Daerah Istimewa 

Yogyakarta berada pada peringkat pertama Index Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development 

Index (HDI) se-Indonesia dengan index IPM sebesar 77,59% dan tingkat pertumbuhan sebesar 1,02%. Pada 

tingkat kabupaten sleman menduduki peringkat ke-2 dibawah DIY dengan index IPM sebesar 81,20% 

(tingkat pertumbuhan sebesar 0,59%) dengan nilai pencapaian bedasarkan index IPM adalah sangat tinggi 

dalam kesiapan penerapan teknologi. Sektor UMKM kabupaten Sleman memiliki katagori antara lain pada 

batik, pakaian, aksesoris, tas, handcraft, makanan dan minuman menjadi salah satu bidang yang 

dikembangkan dalam penguatan ekonomi kerakyatan dengan bidang penggarapan berada dalam Dinas 

Perindagkop Kabupaten Sleman dan juga menjadi pembahasan baik dalam visi, misi, dan program kerja 

bupati dan wakil bupati kabupaten Sleman. Transformasi UMKM dalam menjadi smart UMKM nantinya 

adalah bentuk program end point smart regency kabupaten Sleman, dalam penelitian ini pengembangan 

Smart UMKM yang dimaksud adalah pada pokok permasalahan UMKM pada Dinas Perindagkop 

Kabupaten Sleman dengan pengusulan bentuk perancangan sistem informasi pendukung smart regency  

pada Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman bernama Smart UMKM dengan didasari pada perancangan 

TOGAF ADM dan pada penelitian perancangan Smart UMKM Pada Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman 

[11]. 

 

2. Metode Penelitian 

Analisa dalam pembangunan Sistem Informasi Smart UMKM menggunakan metode perencanaan 

arsitektural TOGAF dengan menggabungkan komponen smart pada konsep smart city termasuk kebutuhan 

analisa arsitektural teknologi, arsitektural sumber daya, pengambilan keputusan, pengembangan sumber 

daya IT, dan framework TOGAF dapat menggunakan metode lain untuk dapat dimasukkan ke dalam fase 

di dalamnya sebagai alat dalam menganalisa pada tahapan-tahapan yang ada pada TOGAF ADM versi 9.1 

[11]. 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas 

Perindagkop, Bapedda Sleman, dan studi dokumentasi peraturan-peraturan yang menyangkut UMKM di 

wilayah Kabupaten Sleman.  

2.2. Alur Penelitian 
Analisa perancangan Sistem Informasi yang terdapat pada Smart UMKM diantaranya aktivitas-

aktivitas yang terdapat pada UMKM Sleman kemudian akan dipetakan ke dalam analisa SWOT, kemudian 
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pemetaan tugas dan fungsi stakeholder yang terdapat pada Dinas Perindagkop untuk memetakan 

bedasarkan analisa SWOT yang dilakukan. Pada arsitektural bisnis juga akan dipetakan untuk melihat 

teknologi yang telah berjalan. Dari analisa yang telah dilakukan akan menjadi dasar untuk pengusulan 

sistem informasi pada Smart UMKM. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Aktivitas UMKM di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kegiatan UMKM diharuskan 

memiliki ijin dari pemerintah daerah. Persyaratan perijinan lengkap dalam UMKM melakukan aktivitas 

baik utama maupun pendukung dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Persyaratan dalam mendirikan UMKM di Kabupaten Sleman 

 

Perijinan dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian oleh UMKM tergantung kebutuhan 

bisnis yang akan dilaksanakan oleh UMKM, namun pada beberapa persyaratan seperti NPWP dan POM, 

diharuskan UMKM memilikinya sebelum mengurus perijinan ke tahapan selanjutnya. Keterlibatan dinas 

lain pada gambar diatas adalah pada perijinan UMKM di dalam permintaan surat keterangan kepemilikan 

yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop apabila PUKM akan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung UMKM, seperti sertifikasi halal, impor, merk dagang, SP-PIRT dan SIUP. 

UMKM Kabupaten Sleman sepenuhnya dikelola dibawah Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman 

dengan dilandasi pada program-program yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) apabila dalam pelaksanaannya terdapat program baru, maka akan disesuaikan dengan 

RPJMD pada periode mendatang atau perubahan program kerja tahunan. Dalam analisa SWOT yang 

dilakukan didapatkan analisa yang dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Analisa SWOT kebutuhan UMKM di Kabupaten Sleman 
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 Pada fase Architecture Vision pembangunan Smart UMKM dilakukan analisa tugas dan fungsi 

stakeholder didalam merancang kebutuhan sistem informasi yang dimaksud. Analisa tugas dan fungsi 

stakeholder dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Analisa tugas dan fungsi stakeholder Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman 
Tugas dan fungsi yang berkaitan degan 

UMKM 

Stakeholder Output Pekerjaan 

Pelaksanaan tugas bidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan 

menengah 

Dinas Perindagkop Penyelenggaraan kegiatan fungsional dinas 

Penyelenggaraan pelayanan umum bidang 

perindustrian, perdagangan, koperasi, dan 

usaha kecil dan menengah; 

Dinas Perindagkop Penyelenggaraan kegiatan fungsional dinas 

Pembinaan dan pengembangan perindustrian, 

perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan 

menengah dan pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Dinas Perindagkop Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

perda dan RPJMD 

Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan produksi dan usaha industri, 

serta pelayanan registrasi dan pengendalian 

industri 

Bidang Perindustrian Kebijakan, pembinaan, dan pengembangan 

UMKM 

Penyelenggaraan pembinaan dan 

pengembangan produksi industri 

Bidang Perindustrian Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi masyarakat 

yang disetujui 

Penyelenggaraan pembinaan dan 

pengembangan usaha industri 

Bidang Perindustrian Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi masyarakat 

yang disetujui 

Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan 

registrasi dan pengendalian industri 

Bidang Perindustrian Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi masyarakat 

yang disetujui 

Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, 

pembinaan, dan pemantauan perdagangan 

dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan 

usaha dan pendaftaran perusahaan 

perdagangan 

Bidang Perindustrian Penyelenggaraan kegiatan fungsional bidang 

perindustrian 

Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan 

perdagangan dalam negeri 

Bidang Perdagangan Penyelenggaraan kegiatan fungsional bidang 

perdagangan 

Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan 

perdagangan luar negeri 

Bidang Perdagangan Penyelenggaraan kegiatan fungsional bidang 

perdagangan 

Penyelenggaraan bimbingan usaha dan 

pendaftaran perusahaan 

Bidang Perdagangan Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi 

masyarakat yang disetujui 

Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

dan pembinaan kelembagaan, usaha, 

penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha 

kecil dan menengah 

Bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Penyelenggaraan kegiatan fungsional bidang 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Penyelenggaraan, pembinaan, dan 

pengembangan kelembagaan koperasi dan 

usaha kecil dan menengah 

Bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi masyarakat 

yang disetujui 

Penyelenggaraan, pembinaan, dan 

pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil 

dan menengah 

Bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi masyarakat 

yang disetujui 

Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan 

koperasi dan usaha kecil dan menengah 

Bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sesuai 

dengan usulan pagu usulan partisipasi masyarakat 

yang disetujui 

 

Pada fase business architecture, menurut wawancara yang dilakukan, Dinas Perindagkop 

Kabupaten Sleman pada dewasa ini di dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan UMKM masih 

belum sepenuhnya memaksimalkan penggunaan teknlogi informasi sebagai pendukung dalam aktifitas 

utama maupun aktifitas pendukung. Selain dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, kendala lain 

adalah pada kenyamanan pada sistem tradisional dan kesulitan dalam ber-migrasi kepada sistem baru 

karena ketakutan akan penerimaan dan penggunaan teknologi baru. Kondisi teknologi pada Dinas 

Perindagkop pada saat ini dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Fungsi teknologi yang berjalan dan kebutuhan teknologi dan sistem pada Dinas Perindagkop 

Kabupaten Sleman 
Fungsi Teknologi dan Sistem yang berjalan saat ini Fungsi Teknologi dan Sistem yang dibutuhkan 

Pendataan manual UMKM yang terdapat di Kabupaten 

Sleman dan direkap ke dalam format tabel. 

Pendataan awal online UMKM daerah dengan pemberkasan 

dikirimkan setelah disetujui oleh Dinas Perindagkop dan pendaftar 

dapat memantau status pendaftaran melalui sistem online. 

Penggunaan comment page pada website Dinas 

Perindagkop di dalam menerima aspirasi maupun 

pertanyaan seputar UMKM maupun kebijakan-kebijakan 

beru yang terkait dengan UMKM. 

Penampungan aspirasi dari UMKM dengan informasi yang 

terkatagorikan sesuai dengan informasi yang diberikan atau 

ditanyakan. 

Pengurusan perijinan UMKM masih dilakukan manual 

dengan edukasi kepada pemilik UMKM sebelum pengisian 

form. 

Pengajuan perijinan secara online dan dapat dibuat dalam 

dokumentasi baik rekap keseluruhan maupun per UMKM yang 

mendaftar. 

Pembinaan kepada UMKM yang telah terdaftar pada 

usulan Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) 

dilakukan dengan manual baik dalam pembinaan tatacara 

birokrasi dan peningkatan produk UMKM maupun dalam 

manajemen. 

Pembinaan UMKM yang dapat dilakukan jarak jauh dan dapat 

diakses oleh seluruh UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. 

Pembangunan B2C (https://www.sleman-mall.com)  oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mendukung 

pemasaran produk UMKM. 

a. Pemasaran produk UMKM degan sistem penjualan full 

commerce yang mendukung sistem B2B, B2C, maupun C2C 

(UMKM kepada customer) dengan dukungan informasi produk 

secara lengkap. 

b. Sistem monitoring penjualan produk UMKM sebagai decision 

support oleh stakeholder level top dengan potensial UMKM 

sebagai upaya didalam pencarian investor untuk 

pengembangan usaha UMKM. 

 

Konsep smart pada Smart UMKM nantinya akan menangani permasalahn UMKM yang ditangani 

oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman baik itu permasalahan perijinan, kebutuhan pembinaan, 

pemasaran produk dan jasa UMKM, penyampaian aspirasi, pemantuan oleh stake holder, dan lain 

sebagainya, dengan terhubung pada Smart Regency melalui pertukaran data pada API di masing-masing 

aplikasi yang akan dibangun nantinya. Integritas dan kolaburasi data pada Smart UMKM diharapkan dapat 

memberikan tanggapan cepat, efektif, dan efisien pada Dinas Perindagkop dan pemerintah kabupaten 

Sleman terkait permasalahan, pengembangan, pemantauan, dan aksi pada UMKM di seluruh kabupaten 

Sleman. Berikut ini adalah target output aplikasi yang diusulkan bedasarkan kebutuhan pengembangan 

Smart UMKM yang dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Sistem Informasi pada Smart UMKM 
Sistem 

Informasi 

Fungsional Aplikasi Output Dokumen Target Output 

Perijinan 

UMKM 

a. Sistem dapat menerima pendaftaran pengajuan Surat 

Keterangan kepemilikan UMKM bagi UMKM yang 

telah teregister. 

b. Sistem dapat menerima pendaftaran awal 

pengajuannTanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda 

Daftar Industri (TDI), dan Izin Usaha Mikro Kecil 

(IUMK) pada UMKM yang teregister. 

c. Sistem dapat memvalidasi pendaftaran perijinan 

UMKM. 

d. Sistem dapat menampilkan status penerimaan dan  

pemrosesan berkas. 

e. Sistem dapat terhubung pada data profil UMKM yang 

teregister. 

a. Nomor register antrian 

dokumen 

b. Lampiran checklist 

pengajuan dokumen 

c. Surat Kepemilikan 

UMKM 

d. Data rekapitulasi 

pengajuan perijinan 

UMKM 

a. ID pendaftaran 

perijinan 

UMKM 

b. Berkas checklist  

c. ID pendaftar 

UMKM 

d. Data rekapitulasi 

pengajuan 

perijinan 

UMKM 

Pembinaan 

UMKM 

a. Sistem dapat menerima pengajuan pendampingan 

ketrampilan UMKM pada UMKM yang teregister. 

b. Sistem dapat menerima pengajuan pengembangan 

produk pada UMKM yang teregister. 
c. Sistem dapat menerima pengajuan pembinaan 

pengurusan perijinan UMKM pada UMKM yang 

teregister. 

d. Sistem dapat menampilkan jadwal pembinaan UMKM. 

e. Sistem dapat secara otomatis melakukan penjadwalan 

pada pembinaan sesuai dengan pengajuan pembinaan 

yang sudah disetujui dengan jumlah SDM dalam 

pembinaan. 

f. Sistem dapat terhubung pada data profil UMKM yang 

teregister. 

a. Detail pembinaan 

UMKM yang sesuai 

dengan data pengajuan 

pembinaan UMKM 
untuk data lapangan. 

b. Data rekapitulasi 

pengajuan pembinaan 

UMKM. 

c. Data rekapitulasi jadwal 

pembinaan UMKM. 

a. Data pembinaan 

UMKM 

b. Data jadwal 

pembinaan 
UMKM 

c. Data pengajuan 

UMKM 

Pemasaran 

UMKM 

a. Sistem dapat menerima pendaftran showroom produk 

UMKM pada Dinas Perindagkop pada UMKM yang 

teregister. 

a. Berkas pengajuan 

pendaftaran awal 

showroom UMKM 

a. Data showroom 

UMKM 
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b. Sistem dapat menerima pengajuan pendaftaran pameran 

produk UMKM oleh UMKM yang teregister. 

c. Sistem dapat membuat daftar dan validasi terhadap 

UMKM yang potensial untuk dapat digunakan dalam 

pengajuan investor. 

d. Sistem dapat terhubung pada data profil UMKM yang 

teregister. 

e. Sistem dapat secara otomatis membuat tanggal 

berkahirnya showroom produk UMKM yang ada pada 

Dinas Perindagkop. 

f. Sistem dapat memvalidasi data pendaftar. 

g. Sistem dapat terhubung pada data profil UMKM yang 

teregister 

b. Berkas pengajuan 

pendaftaran awal 

pameran UMKM. 

c. Data rekapitulasi 

pengajuan pemasaran 

UMKM 

d. Data UMKM yang aktif 

dalam showroom 

produk UMKM di 

Dinas Perindagkop 

Kabupaten Sleman. 

b. Data pameran 

produk UMKM 

 

Aspirasi 

UMKM 

a. Sistem dapat menyimpan saran/kritik pelaku UMKM 

oleh UMKM yang terdaftar maupun teregister. 

b. Sistem dapat menampilkan saran/kritik hanya yang telah 

tervalidasi. 

c. Sistem dapat menyimpan pertanyaan seputar UMKM 

oleh UMKM yang terdaftar maupun teregister. 

d. Sistem dapat menampilkan dan menyembunyikan 

pertanyaan dan jawaban seputar UMKM. 

e. Sistem dapat menampilkan daftar pertanyaan dan 

saran/kritik sesuai dengan katagori yang dibuat oleh 

admin. 

f. Sistem dapat terhubung pada data profil UMKM yang 

teregister. 

a. Data saran/kritik 

b. Data pertanyaan 

a. Data saran/kritik 

b. Data pertanyaan 

Pemantuan 

UMKM 

a. Sistem dapat menampilkan statistik perijinan, 

permohonan pendampingan, pemasaran, dan aspirasi 

terkait dengan UMKM. 

b. Sistem dapat terhubung dengan data aplikasi Smart 

UMKM lain baik aplikasi perijinan UMKM, pembinaan 

UMKM, pemasaran UMKM, dan aspirasi UMKM. 

c. Sistem dapat menganalisa potensial UMKM di Wilayah 

Kabupaten Sleman sesuai dengan analisa data yang 

terdapat pada Smart UMKM. 

d. Sistem dapat memetakan permasalahan UMKM dengan 

menggunakan skala rasio permasalahan pada peta digital 

Kabupaten Sleman. 

e. Sistem dapat memberikan notifikasi apabila terdapat 

perijinan baru, permohonan pembinaan baru, 

permohonan pemasaran baru, dan aspirasi yang masuk 

dalam sistem. 

f. Sistem dapat melakukan komunikasi pesan digital 

kepada aplikasi Smart UMKM lain. 

a. Statistik perkembangan, 

perijinan, permohonan 

pendampingan, 

pemasaran, dan aspirasi 

UMKM. 

b. Peta permasalahan 

UMKM. 

a. Statistik 

perkembangan, 

perijinan, 

permohonan 

pendampingan, 

pemasaran, dan 

aspirasi UMKM. 

b. Strategi 

kebijakan Dinas 

Perindagkop. 

 

 

4. Simpulan 

Sistem informasi yang diusulkan pada Smart UMKM pada Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman 

menghasilkan 5 usulan aplikasi, yaitu Perijinan UMKM, Pembinaan UMKM, Pemasaran UMKM, Aspirasi 

UMKM, dan Pemantauan UMKM. Pada Sistem Informasi Smart UMKM akan melayani kebutuhan 

UMKM yang berada di Kabupaten Sleman baik pada permohonan perijinan UMKM, permohonan 

pendampingan usaha serta pemasaran produk-produk yang akan dihasilkan oleh UMKM. Sistem informasi 

pada internal Dinas Perindagkop dimaksudkan sebagai manajemen pada UMKM yang dibina, Decission 

Support System (DSS), serta manajemen SDM pada Dinas Perindagkop dalam pelayanan UMKM di 

Kabupaten Sleman. Pada penelitian berikutnya dapat dilakukan evaluasi terhadap penerapan usulan Sistem 

Informasi Smart UMKM terhadap pelaku UMKM dan stakeholder internal pada Dinas Perindagkop 

Kabupaten Sleman sehingga penerapan Sistem Informasi Smart UMKM dapat dipergunakan sesuai dari 

target output yang diharapkan. 
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